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PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI 
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Apabila dikemudian hari ternyata terbukti bahwa skripsi ini sebagian atau 
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segala akibat hukumnya sesuai peraturan yang berlaku pada Universitas Katolik 
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lllegal Fishing merupakan suatu kegiatan penangkapan ikan yang dilakukan 
oleh suatu negara tertentu atau kapal asing di perairan yang bukan merupakan 
yurisdiksinya tanpa izin dari negara yang memiliki yurisdiksi. Bentuk praktik 
illegal fishing di perairan Indonesia antara lain berupa penangkapan ikan tanpa izin 
penangkapan ikan dengan menggunakan izin palsu, penangkapan ikan dengan 
menggunakan alat tangkap yang dilarang dan penangkapan jenis (spesies) ikan 
yang dilarang atau tidak sesuai dengan izin. Sehubungan dengan pencegahan illegal 
fishing setiap negara mempunyai tugas pemberantasan illegal fishing, tiap negara 
itu mempunyai cara yang berbeda-beda dalam menangani masalah ini, satunya 
Indonesia, pemerintahan Joko Widodo membuat kebijakan menenggelamkan 
kapal. 
Permasalahan dalam penelitian ini adalah: Bagaimana peran pemerintah 
terkait kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan di perairan Indonesia ? 
dan Bagaimana keterkaitan kebijakan penenggelaman kapal asing pencuri ikan 
terhadap ekosistem laut di wilayah perairan Indonesia ditinjau dari UNCLOS 1982 
? 
Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis adalah penelitian hukum 
yuridis normatif, penelitian hukum ini dilakukan dengan cara meneliti bahan 
pustaka atau data sekunder yakni dengan mempelajari dan mengkaji asas-asas 
hukum dan kaedah-kaedah hukum positif yang berasal dari bahan-bahan 
kepustakaan dan peraturan perundang-undangan, perundang-undangan yang 
dimaksud adalah peraturan-peraturan nasional dan internasional yang terkait 
dengan perikanan internasional, tindak pidana perikanan dan upaya penegakan 
hukumnya hasil penelitian dapat diketahui bahwa kriteria illegal fishing diatur 
dalam Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Perubahan Atas Undang-Undang 
Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan. Upaya penegakan hukum terkait 
penanggulangan illegal fishing di wilayah perairan suatu negara merupakan hak 
dari negara tersebut yang berdaulat, selagi masih sesuai dengan UNCLOS 1982 
yaitu tidak berupa hukuman kurungan/hukuman badan. 
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